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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari pembentukan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hal ini termaktup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dalam penyediaan pendidikan yang bermutu, dari tinggal pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi merupakan salah satu aspek terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Karena di level pendidikan tertinggi tersebut, kita mampu menciptakan manusia Indonesia yang bermutu serta siap untuk bersaing pada jenjang kehidupan berikutnya yaitu bekerja. Salah satu intitusi pendidikan tinggi yang memainkan peran penting dalam menciptakan SDM yang bermutu dan siap di dunia kerja adalah Politeknik.

Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui program sarjana, program magister, program doktor, program diploma tiga, program diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan, dan/atau program profesi yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.

Politeknik merupakan satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional khususnya pendidikan tinggi yang berusaha mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui jalur pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi selalu berpartisipasi aktif menegakkan perekonomian bangsa dan negara, melalui SDM yang mempunyai keterampilan yang praktis dan memadai. Program Pendidikan Politeknik merupakan jalur Pendidikan Vokasi pada tingkat Perguruan Tinggi yang membekali lulusannya dengan keterampilan yang didukung dengan pengetahuan dasar teoritis yang cukup dan sikap disiplin yang tangguh. Dengan bekal itu, diharapkan alumni Politeknik betul-betul menjadi tenaga vokasional di bidangnya, khususnya di bidang Keteknikan (Engineering), Kesehatan (Health), Pertanian (Agriculture) dan Tata Niaga (Commerce).

Sejak reformasi dicanangkan di tahun 1998, Politeknik di Indonesia hampir tidak terdengar kiprahnya, bahkan gelegarnya seolah mati tertelan bumi. Alasannya sederhana, Politeknik dianggap sebagai Perguruan Tinggi (PT) kelas bawah yang memiliki lulusan tidak bergelar, sehingga lulusan politeknik tidak memiliki kebanggaan layaknya lulusan PT umum yang memiliki sejumlah gelar kesarjanaan seperti Dokter (dr), Sarjana Teknik (ST), Sarjana Hukum (SH), Sarjana Ekonomi (SE) dan sebagainya. Akibatnya sebagian lulusan politeknik berusaha melanjutkan ke PT untuk memperoleh gelar kesarjanaan tertentu.
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Demikian pula, hingga saat ini Politeknik kurang peminat sehingga jumlah pertumbuhan kelulusannya mengalami hambatan. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (2015) mempublikasi, jumlah Politeknik hanya sebanyak 262 institusi dari sejumlah 4300 PT, atau hanya sekitar 6% dari seluruh jumlah PT di Indonesia. Dari jumlah itu, 63% dikelola swasta, 17% negeri dan 20% dikelola kedinasan. Data itu menegaskan bahwa minat lulusan sekolah menengah atas masuk politeknis sangat terbatas dibanding masuk perguruan tinggi umum, disisi lain Politeknik yang dikelola swasta menunjukkan dominan. Data yang sama menunjukkan jumlah mahasiswa Politeknik saat ini sebesar 234.495 mahasiswa, jauh dibawah jumlah mahasiswa diperguruan tinggi yang berjumlah sekitar 10 juta mahasiswa.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan bidang pengetahuan khusus, bertujuan agar lulusannya dapat bekerja secara profesional dalam keahlian tertentu. Politeknik memberikan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk membentuk kemampuan profesional dan terampil di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Politeknik harus dapat memberikan pendidikan dan pengajaran vokasi setingkat Pendidikan Tinggi, program Diploma dan Profesi/Spesialis, serta sebagai Pusat penciptaan, pengembangan dan penyelenggaraan Iptek.

Politeknik kini menjadi penting ketika Presiden RI mengemukakan pendapatnya tentang Politeknik, antara lain Politeknik di Indonesia sebaiknya memiliki sistem seperti politeknik yang ada di Jerman, ini berarti menegaskan bahwa lulusan Politeknik harus bisa membuat, merekayasa, mengelola produk iptek, namun juga harus bisa mengembangkan secara kreatif sehingga produk iptek menjadi lebih sempurna. Dengan kata lain bahwa Politeknik tidak boleh hanya melamun, hanya paparan konsep dan produk berupa jurnal tapi juga harus mengasilkan produk inovatif yang efisien, murah, kuat dan aman serta siap masuk ke pasar. Jika itu yang dimaksud, maka sebuah Politeknik tidak cukup hanya berkutat di tingkat kesiapan Teknologi saja, tetapi juga harus bergerak secara cepat mengembangkan pasar, menyiapkan organisasi dan tata-kelola, memperluas jaringan pasar, jaringan inovasi dan klaster industri, mengembangkan kerjasama serta mempu mengelola manajemen resiko. Dan bahkan kemampuan tekno-preneurship juga menjadi faktor penting mendongkrak kapasitas Politeknik.

Pada umumnya di negara seperti Kanada, Meksiko serta beberapa negara Eropa, termasuk Indonesia, Politeknik sendiri sering disamakan dengan institut teknologi, tetapi bedanya politeknik tidak mengeluarkan lulusan bergelar Sarjana sebagaimana Institut Teknologi yang ada di Indonesia, melainkan Diploma, kebanyakan Politeknik mengeluarkan lulusan yang bergelar Diploma III, yang ditempuh dalam 3 tahun. Disamping jenjang pendidikan, perbedaan antara Politeknik dengan Universitas terjadi pada kurikulumnya, jika Universitas lebih menekankan
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pada suatu teori, konsep dan perkembangan keilmuan kedepan serta minim praktik langsung lapangan/industri, maka Politeknik hampir 75% Praktik dilapangan dengan menekankan aplikasi keilmuan. Politeknik merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademi, intitusi, sekolah tinggi maupun universitas di Indonesia. Banyak politeknik yang berprestasi mengalahkan Universitas. Mahasiswa Politeknik yang berprestasi dibidang teknologi, diantaranya adalah Politeknik Negeri Bandung yang pernah meraih gelar juara robotik tingkat internasional, mengalahkan Universitas.

Bila dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia dengan jumlah politeknik yang ada maka sangatlah kurang. Sebagai perbandingan, di Arab Saudi dengan penduduk 20 juta punya politeknik sebanyak 60 buah dan di Finlandia dengan penduduk 6 juta punya politeknik sebanyak 50 buah, sementara Indonesia pada tahun 2009 dengan penduduk 220 juta lebih hanya punya 27 politeknik negeri dan beberapa politeknik swasta. Saat ini perbandingan politeknik dengan universitas masih tidak berimbang. Bila ingin meningkatkan mutu pendidikan maka rasio universitas dengan politeknik harus seimbang. Pada saat ini di Indonesia terdapat sekitar 6.800 SMK yang tiap tahun meluluskan 1 juta lulusan. Jika saja 10 persen (100.000) lulusan SMK melanjutkan ke politeknik maka 27 politeknik negeri dan beberapa politeknik swasta yang ada di Indonesia tidak akan bisa menampung lulusan SMK. Kebanyakan politeknik negeri hanya menampung 1.500-an lulusan SMA/SMK sehingga jumlah politeknik mesti ditambah banyak di negeri ini.

Secara garis besar latar belakang pendirian Politeknik Negeri Pidie ini adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan tinggi (universitas/institut) menghasilkan pengangguran dengan kualifikasi pendidikan tinggi (sarjana/magister) karena tidak mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar (memiliki keahlian dan entrepreneurship/kewirausahaan)

2) Tenaga kerja dengan keahlian (skilled worker) dengan kualifikasi pendidikan diploma (pendidikan maksimal 3 tahun) pada banyak bidang formal (seperti teknik dan jasa) masih sangat terbatas di Kabupaten Pidie

3) Sebagian besar sektor pertanian, industri dan jasa belum dikelola dengan baik karena terbatas tenaga kerja dengan keahlian

4) Politeknik/sekolah vokasi adalah solusi terbaik dalam menghasilkan tenaga kerja dengan keahlian
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5) Sekitar 70% pekerja di Jerman adalah skilled worker (pendidikan 2-3 tahun di sekolah vokasi/politeknik) dan specialist worker (pendidikan 4 tahun di politeknik) serta hanya 30% adalah experts (lulusan universitas).

6) Kenyataan bahwa 1 dari 5 orang penduduk Pidie dikategorikan miskin (BPS, 2014) padahal Pidie memiliki potensi SDA dan SDM yang bagus

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang berkaitan dengan pendirian dan tata kelola politeknik berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden serta peraturan perundangan lainnya seperti dipaparkan dibawah ini:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 Tanggal 4 Desember 1961 Tentang Perguruan Tinggi

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Guru dan Dosen

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia

9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 7 Oktober 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
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1.3. Tujuan Pendirian Politeknik Negeri Pidie

Adapun tujuan pendirian Politeknik Pidie ini adalah sebagai berikut:

1) Ikut dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945

2) Menciptakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada keahlian (skill) dan rekayasa produk.

3) Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri atau perusahaan (link and match)

4) Meningkatkan perekonomian Pidie dengan meningkatkan produktivitas beberapa sektor ekonomi (pertanian, pertambangan dan jasa), mengurangi angka pengangguran serta mengurangi angka kemiskinan

1.4. Ruang Lingkup Proposal

Proposal ini memberi gambaran terhadap beberapa kegiatan pendirian Politeknik Kebangsaan Pidie, yaitu:

1) Tahap Persiapan Dokumen Pendirian Politeknik (Januari – Agustus 2018), dengan kegiatan berikut:

a. Pembentukan Tim Persiapan

b. Audiensi dengan Fokompinda Pidie dan stakeholder terkait

c. Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder terkait

d. Seminar-seminar

e. Survey (lokasi, masyarakat pengguna/user, pengguna lulusan/employers)

f. Rapat koordinasi (Kemenristekdikti, Pemerintah Kabupaten Pidie, DPRK Pidie)

g. FGD akhir

h. Finalisasi Feasibility study (uji kelayakan)

i. Finalisasi Proposal pendirian

j. Finalisasi Detailed Engineering Design (DED)

k. Kerjasama dengan pihak pemodal/funding untuk proyek pembangunan gedung

2) Tahap Persiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Mahasiswa (direncanakan dari Agustus 2018 hingga Juli 2019)

3) Tahap Operasional termasuk penerimaan mahasiswa baru dan proses belajar mengajar (direncanakan mulai Agustus 2019)

4) Tahap Pengembangan Politeknik (dimulai setelah satu tahun operasional politeknik)
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BAB II. KONDISI SAAT INI

2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pidie terletak pada 4,30 - 4,6 LU dan 95,75 - 96,20 BT. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dalam daerah Provinsi Aceh yang mempunyai luas wilayah 3.086,90 km2, yang terbagi dalam 23 kecamatan, 713 gampong, 20 kelurahan dan 94 mukim, dengan ibukota kabupaten adalah Sigli yang terletak lebih kurang 112 km sebelah timur ibukota Provinsi Aceh.

Topografi Daerah Kabupaten Pidie, terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, daerah lembah, daerah pegunungan, dengan iklim yang dibagi menjadi iklim basah dan kering, masing-masing antara sekitar 9 bulan dan 3 bulan, dengan curah hujan rata-rata antara 1000 – 2000 mm per tahun dengan hari hujan 114 hari per tahun.

Kabupaten Pidie memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah timur dengan Kabupaten Pidie Jaya, sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah utara dengan Selat Malaka dan sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Barat. Gambaran peta wilayah Kabupaten Pidie dapat dilihat pada Gambar 1:


Gambar 1. Peta Kabupaten Pidie (sumber: Bappeda Kab. Pidie, 2010)
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Jumlah kecamatan di Kabupaten Pidie sebanyak 23 kecamatan, sedangkan jumlah gampong/desa secara keseluruhan terdiri atas 735 gampong/desa. Kecamatan yang memiliki gampong/desa terbanyak adalah Kecamatan Pidie dan Padang Tiji, sedangkan Kecamatan yang memiliki gampong/desa paling sedikit adalah Kecamatan Gempang. Hal ini tercamtum pada tabel 2.1 di bawah ini.

Luas kecamatan di Kabupaten Pidie berbeda-beda. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mane (817.500 Km²), sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Sigli (9.750 Km²). Hal ini terinci pada tabel 1 berikut ini.

	No
	Nama Kecamatan
	Luas Wilayah (Km²)

	
	
	

	1
	Geumpang
	594.635

	2
	Mane
	817.500

	3
	Glumpang Tiga
	59.700

	4
	Glumpang Baro
	45.300

	5
	Mutiara
	35.050

	6
	Mutiara Timur
	63.550

	7
	Tiro/Truseb
	255.000

	8
	Tangse
	750.000

	9
	Keumala
	27.570

	10
	Titeue
	20.110

	11
	Sakti
	70.030

	12
	Mila
	21.320

	13
	Padang Tiji
	258.710

	14
	Delima
	43.890

	15
	Grong-grong
	19.410

	16
	Indrajaya
	34.020

	17
	Peukan Baro
	30.000

	18
	Kembang Tanjung
	46.500

	19
	Simpang Tiga
	55.355

	20
	Kota Sigli
	9.750

	21
	Pidie
	38.000

	22
	Batee
	104.740

	23
	Muara Tiga
	162.000

	Jumlah
	3.562.140


Tabel 1. Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Pidie Tahun 2009 (Sumber: Pidie Dalam Angka, 2010)

2.2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie, jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2005 berjumlah 356,132 jiwa. Jumlah itu meningkat rata-rata 2.38 % pertahunnya dimana pada tahun 2009 menjadi 6,510 jiwa. Selama periode 2005-
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2009 tercatat pertumbuhan penduduk di 23 (dua puluh tiga) kecamatan mengalami peningkatan, kecuali Kecamatan Titeu dan Kembang Tanjung yang mengalami pertumbuhan penduduk minus seperti terlihat pada tabel 2 dibawah ini:

	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah Penduduk per tahun (jiwa)
	
	
	Pertumbuhan
	

	
	No
	
	
	Nama Kecamatan
	
	
	2005
	
	
	2006
	
	
	2007
	
	
	2008
	
	
	2009
	
	
	Penduduk
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Geumpang
	5,318
	
	5,447
	
	5,604
	
	5,767
	
	6,510
	
	2.384

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Mane
	7,197
	
	7,376
	
	7,562
	
	7,779
	
	7,558
	
	0.722

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Glumpang Tiga
	15,939
	
	16,457
	
	16,986
	
	17,407
	
	16,970
	
	2.062

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Glumpang Baro
	9,460
	
	9,788
	
	10,124
	
	10,501
	
	10,072
	
	1.224

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Mutiara
	18,025
	
	18,606
	
	19,252
	
	19,885
	
	19,191
	
	2.332

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Mutiara Timur
	28,864
	
	29,982
	
	30,925
	
	31,967
	
	30,729
	
	3.73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Tiro/Truseb
	6,580
	
	6,770
	
	6,958
	
	7,154
	
	7,005
	
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Tangse
	23,550
	
	24,115
	
	24,655
	
	25,238
	
	25,072
	
	3.044

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Keumala
	5,571
	
	5,736
	
	5,885
	
	6,045
	
	8,615
	
	6.088

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Titeue
	8,398
	
	8,607
	
	884
	
	9,108
	
	5,938
	
	-4.92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Sakti
	17,974
	
	18,565
	
	19,148
	
	19,786
	
	19,136
	
	2.324

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Mila
	8,002
	
	8,241
	
	8,512
	
	8,766
	
	8,520
	
	1.036

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Padang Tiji
	18,196
	
	18,827
	
	19,467
	
	20,123
	
	19,265
	
	2.138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Delima
	17,827
	
	18,387
	
	18,923
	
	19,476
	
	18,980
	
	2.306

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Grong-grong
	5,459
	
	5,673
	
	5,874
	
	6,071
	
	5,811
	
	0.704

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Indrajaya
	20,185
	
	21,176
	
	22,217
	
	23,121
	
	20,958
	
	1.546

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Peukan Baro
	16,676
	
	17,239
	
	17,905
	
	18,565
	
	17,754
	
	2.156

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Kembang Tanjung
	18,574
	
	19,334
	
	20,121
	
	20,889
	
	17,538
	
	-2.072

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Simpang Tiga
	19,098
	
	19,795
	
	20,416
	
	21,207
	
	20,333
	
	2.47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Kota Sigli
	16,668
	
	17,441
	
	18,187
	
	18,978
	
	17,744
	
	2.152

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	Pidie
	36,428
	
	37,902
	
	39,623
	
	41,178
	
	38,783
	
	4.71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Batee
	16,854
	
	17,344
	
	17,849
	
	18,372
	
	17,420
	
	1.132

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Muara Tiga
	15,289
	
	15,721
	
	16,156
	
	16,627
	
	15,851
	
	1.124

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jumlah
	356,132
	
	368,529
	
	373,233
	
	394,010
	
	375,753
	
	1.706


Tabel 2. Perkembangan dan Pertumbuhan Penduduk Lima Tahun Terakhir di Kabupaten Pidie Tahun 2005 – 2009 (Sumber: Pidie Dalam Angka, 2010)

Jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2010 sebanyak 375.753 jiwa (dengan rincian 181,085 jiwa laki-laki (48,19 %) dan 194,668 jiwa perempuan (51,81 %). Distribusi penduduk di Kabupaten Pidie tidak merata. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pidie yaitu sebesar 10,45 %, kemudian diikuti oleh Kecamatan Mutiara Timur sebesar 8,11 %, dan Kecamatan Tangse sebesar 6,41 %.
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2.3. Profil Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah diperlihatkan oleh besarnya kontribusi dari masing-masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor ekonomi suatu daerah terdiri atas sektor primer (sektor pertanian) yang meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Sektor berikutnya adalah sektor sekunder (sektor industri) yang terdiri atas; sub sektor industri pengolahan, listrik dan air minum serta sub sektor bangunan dan konstruksi. Ketiga adalah sektor tersier (sektor jasa-jasa) yang terdiri atas sub sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sub sektor jasa-jasa lainnya. Kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten Pidie selama periode tahun 2007-2009, baik berdasarkan Harga Berlaku, maupun Harga Konstan adalah sebagai berikut:

2.3.1. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB Kabupaten Pidie Atas Harga Konstan meningkat setiap tahunnya (Tahun 2007-2009). Pada tahun 2007 berjumlah Rp. 1.522.333.200.000,-, tahun 2008 sebesar Rp. 1.591.591.760.000,- dan tahun 2009 sebesar Rp. 1.668.274.450.000,-. Nilai PDRB ini didukung oleh 9 sektor, yang masing-masing seperti terlihat dalam Tabel 3 berikut ini:

	
	No
	
	
	Lapangan Usaha
	
	
	2007
	
	
	2008
	
	
	2009
	

	
	
	
	
	
	
	
	(juta Rupiah)
	
	
	(juta Rupiah)
	
	
	(juta Rupiah)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	Pertanian
	729.925,27
	824.021,77
	
	859.160,76
	

	2
	
	
	Pertanian dan Penggalian
	15.897,78
	16.427,18
	
	16.882,21
	

	3
	
	
	Industri Pengolahan
	75.186,52
	78.254,13
	
	82.392,12
	

	
	
	
	
	a.Industri Migas
	-
	
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	b.Industri tanpa Migas
	75.186,52
	78.254,13
	
	82.392,12
	

	4
	
	
	Listrik, Gas & Air Bersih
	4.747,92
	
	4.872,71
	
	5.001,34
	

	5
	
	
	Bangunan
	62.696,47
	
	65.743,51
	
	68.879,48
	

	6
	
	
	Perdagangan, Hotel & Restoran
	79.013,72
	82.609,19
	
	86.123,12
	

	7
	
	
	Pengangkutan dan Komunikasi
	82.410,18
	88.202,32
	
	96.338,56
	

	
	
	
	
	a. Pengangkutan
	64.082,05
	
	67.115,82
	
	71.971,00
	

	
	
	
	
	b. Komukasi
	18.328,12
	
	21.085,50
	
	24.367,56
	

	8
	
	
	Keuangan, Persewaan& Jasa Perusahaan
	24.297,55
	25.537,63
	
	26.690,18
	

	9
	
	
	Jasa-jasa
	385.157,79
	405.923,31
	
	426.806,67
	

	
	
	
	
	a. Pemerintahan Umum
	366.879,40
	387.021,08
	
	407.367,39
	

	
	
	
	
	b. Swasta
	18.278,39
	18.902,23
	
	19.428,28
	

	
	
	
	
	
	

	
	P D R B Konstan
	1.522.333,20
	1.591.591,76
	1.668.274,45
	


Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2007-2009 (Sumber: Pidie Dalam Angka, 2010)
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2.3.2. Atas Dasar Harga Berlaku

Sama halnya dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007, nilai PDRB Kabupaten Pidie tercatat sebesar Rp. 2.659.739.260.000,-, tahun 2008 Rp. 3.024.767.390.000,- dan tahun 2009 menjadi Rp 3.460.943.710.000,- yang bersumber dari tiga sektor, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Untuk sektor primer didukung sub sektor perikanan, sektor sekunder, didominasi oleh sub sektor industri non migas dan untuk sektor tersier, didukung oleh sub sektor perdagangan dan jasa pemerintahan umum. Secara rinci, peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten Pidie sejak tahun 2007-2009, dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini.

	
	No
	
	
	Lapangan Usaha
	
	
	2007
	
	
	2008
	
	
	2009
	

	
	
	
	
	
	
	
	(juta Rp)
	
	
	(juta Rp)
	
	
	(juta Rp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	Pertanian
	1.573.673,51
	
	1.815.124,26
	2.101.780,30
	

	2
	
	
	Pertanian dan Penggalian
	27.481,72
	
	29.336,74
	30.585,21
	

	3
	
	
	Industri Pengolahan
	111.091,41
	
	118.034,63
	127.217,72
	

	
	
	
	
	a.Industri Migas
	-
	-
	-

	
	
	
	
	b.Industri tanpa Migas
	111.091,41
	
	118.034,63
	127.217,72
	

	4
	
	
	Listrik, Gas & Air Bersih
	8.363,86
	
	9.261,32
	10.362,52
	

	5
	
	
	Bangunan
	140.372,52
	
	163.126,91
	191.243,53
	

	6
	
	
	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	13.099,77
	
	150.879,35
	173.515,40
	

	7
	
	
	Pengangkutan dan Komunikasi
	139.289,96
	
	154.905,10
	179.717,19
	

	
	
	
	
	a. Pengangkutan
	103.677,38
	
	112.370,95
	128.505,29
	

	
	
	
	
	b. Komukasi
	35.612,58
	
	42.534,15
	5.121,19
	

	8
	
	
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	60.779,57
	
	68.975,31
	78.772,86
	

	9
	
	
	Jasa-jasa
	467.695,94
	
	515.123,77
	567.748,98
	

	
	
	
	
	a. Pemerintahan Umum
	435.475,02
	
	478.963,05
	526.448,38
	

	
	
	
	
	b. Swasta
	32.220,92
	
	36.160,72
	41.300,60
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	P D R B BERLAKU
	2.659.739,26
	
	3,024,767.39
	3.460.943,71
	


Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2007-2009 (Sumber: Pidie Dalam Angka, 2010)

2.3.3. Lapangan Kerja

Dari segi lapangan kerja, sektor pertanian (Sektor A) masih mendominasi pasar kerja di Kabupaten Pidie pada tahun 2009 (50,88 %). Hal ini dimungkinkan karena sektor pertanian memang merupakan sektor yang paling diunggulkan di Kabupaten Pidie. Sedangkan sektor M (Manufaktur) dan sektor S (Jasa) masing-masing 16,21 % dan 32,91 %, seperti Tabel 5 berikut:

	
	Lapangan Usaha
	
	
	Jenis Kelamin
	
	Total
	

	
	
	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sektor A (Agriculture)
	51,86
	49,51
	50,88
	

	Sektor M (Manufacture)
	11,20
	23,19
	16,21
	

	Sektor S (Services)
	36,94
	27,30
	32,91
	


Tabel 5. Persentase Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Pidie Tahun 2009
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2.4. Permasalahan Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat berkompetisi di masa mendatang. Dari segi infrastruktur, di Kabupaten Pidie tercatat 56 Taman Kanak-kanak (negeri dan swasta), 275 Sekolah Dasar (negeri dan swasta), 51 Sekolah Menengah Pertama (negeri dan swasta), 25 Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah terinci fasilitas pendidikan dari jenjang terendah sampai yang tinggi diuraikan pada Tabel 6 berikut:

	
	
	
	
	Nama
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah (unit)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	No
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	TK
	
	
	SD
	
	
	SD
	
	
	
	SMP
	
	
	SMP
	
	
	SMA
	
	
	SMA
	
	
	SMK
	

	
	
	
	
	Kecamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Negeri/
	

	
	
	
	
	
	
	
	Negeri
	
	
	Swasta
	
	
	Negeri
	
	
	Swasta
	
	
	Negeri
	
	
	Swasta
	
	
	Negeri
	
	
	Swasta
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Swasta
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	Geumpang
	-
	
	1
	
	6
	
	-
	
	2
	
	-
	
	1
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	Mane
	-
	
	-
	
	9
	
	-
	
	1
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	Glumpang
	-
	
	2
	
	14
	
	-
	
	
	2
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Tiga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	Glumpang
	1
	
	2
	
	5
	
	-
	
	
	-
	
	-
	
	1
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	Baro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	Mutiara
	-
	
	6
	
	13
	
	1
	
	-
	
	1
	
	-
	
	1
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	Mutiara
	-
	
	1
	
	21
	
	-
	
	
	4
	
	-
	
	2
	
	-
	
	1
	

	
	
	
	Timur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	Tiro/Truseb
	-
	
	1
	
	8
	
	-
	
	2
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	Tangse
	-
	
	3
	
	21
	
	-
	
	5
	
	-
	
	1
	
	-
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	Keumala
	-
	
	5
	
	11
	
	-
	
	1
	
	-
	
	1
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	Titeue
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	Sakti
	-
	
	3
	
	19
	
	-
	
	4
	
	-
	
	1
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	Mila
	-
	
	1
	
	9
	
	-
	
	2
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	Padang Tiji
	-
	
	4
	
	15
	
	-
	
	2
	
	-
	
	1
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	Delima
	-
	
	2
	
	10
	
	-
	
	2
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	Grong-grong
	-
	
	1
	
	2
	
	-
	
	-
	
	-
	
	1
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	Indrajaya
	-
	
	2
	
	15
	
	-
	
	3
	
	-
	
	2
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	Peukan Baro
	-
	
	4
	
	12
	
	1
	
	2
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	Kembang
	-
	
	2
	
	14
	
	-
	
	
	2
	
	-
	
	1
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	Tanjung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	Simpang
	1
	
	-
	
	15
	
	-
	
	
	2
	
	-
	
	1
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	Tiga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	Kota Sigli
	-
	
	7
	
	10
	
	2
	
	4
	
	1
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	Pidie
	-
	
	3
	
	19
	
	-
	
	2
	
	-
	
	1
	
	-
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	Batee
	-
	
	3
	
	11
	
	-
	
	2
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	Muara Tiga
	-
	
	1
	
	12
	
	-
	
	3
	
	-
	
	1
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Jumlah
	2
	
	54
	
	271
	
	4
	
	47
	
	4
	
	20
	
	5
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tabel 5. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Pidie Tahun 2009 (Sumber: Pidie Dalam Angka, 2010)

Dari tabel diatas tampak bahwa Kabupaten Pidie memiliki lebih dari 30 SMA/SMK sederajat yang merupakan potensi besar calon mahasiswa bagi Politeknik Kebangsaan Pidie.
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2.5. Potensi Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Aceh yang memiliki banyak potensi, yaitu:

1) Memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tidak perlu diragukan lagi dan sudah dikenal luas di Aceh dan nasional sejak dulu

2) Sektor pertanian memberikan sumbangsih ekonomi terbesar, dilanjutkan dengan sektor pertambangan dan jasa, yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian untuk meningkatkan produktivitas

3) Dikenal sebagai masyarakat perantau dengan kemandirian tinggi, berketrampilan, pekerja keras, hemat dan cermat dalam pengelolaan sumber daya.

4) Pidie merupakan penghasil tokoh-tokoh provinsi dan nasional

5) Memiliki SDM pendidikan tinggi di universitas, politeknik dan sekolah vokasi untuk menjadi staf pengajar dan pengelola politeknik.

6) Memiliki lahan yang luas untuk pendirian Politeknik

7) Jumlah lulusan SMA/SMK/MA yang banyak sebagai calon mahasiswa Politeknik seperti yang telah dijelas sebelumnya.
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BAB III. KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE DENGAN PENDIRIAN POLITEKNIK KEBANGSAAN PIDIE DAN RENCANA PENGEMBANGAN

3.1. Keterkaitan Visi Misi Bupati Pidie 2017-2022 dengan Rencana Pendirian Politeknik Pendirian Politeknik Kebangsaan Pidie sangat sesuai dengan visi misi Bupati Pidie Periode

2017-2022, khususnya misi ketiga yaitu “Meningkatkan Pembinaan Kualitas SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan yang Unggul dan berkualitas” serta misi kelima yaitu “Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan dan ketahanan pangan”. Visi Misi Bupati Pidie tersebut kemudian dijabarkan dalam misi Pemerintahan Pidie 2017-2022 yaitu prioritas pada pendidikan vokasi sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Pidie yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Pidie.

3.2. Syarat pendirian Politeknik

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, syarat pendirian

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) termasuk Politeknik Negeri adalah sebagai berikut:

1) Studi Kelayakan;

2) rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

3) rancangan susunan organisasi dan tata kerja;

4) rancangan semua Program Studi;

5) kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

6) dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:

a. paling rendah berijazah: a) magister, magister terapan, subspesialis, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau subspesialis untuk program sarjana, dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan didirikan;

b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan didirikan;
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c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;

e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.

7) tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:

a. paling rendah berijazah diploma tiga;

b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTN yang akan didirikan;

c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

8) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.

9) organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10) lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas yang paling sedikit 10 (sepuluh) hektar untuk Politeknik dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai;

11) Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada poin 10 disediakan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah;

12) telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas:

a. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;

b. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;

c. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;

d. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi;

e. koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
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f. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;

3.3. Prosedur Pendirian Politeknik Negeri

Adapun prosedur pendirian politeknik negeri adalah sebagai berikut:

1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi kelayakan dan menyusun dokumen persyaratan;

2) Direktur Jenderal menyampaikan dokumen usul Pendirian Politeknik Negeri sebagaimana dimaksud pada poin 1) untuk mendapat persetujuan Menteri;

3) Menteri menyampaikan dokumen usul Pendirian Politeknik Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan;

4) Menteri menetapkan pendirian, organisasi, dan tata kerja Politeknik Negeri yang berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;

5) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara mengusulkan Pendirian Politeknik Negeri Presiden untuk mendapatkan penetapan;

6) Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

7) Politeknik Negeri dapat menjalankan kegiatan akademik setelah mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada poin 6).

3.4. Rencana Pengembangan Kegiatan

Kegiatan persiapan pendirian politeknik Kebangsaan Pidie terdiri dari beberapa kegiatan,

yaitu:

1) Focus Group Discussion (FGD)

2) Seminar

3) Survey (lokasi, masyarakat pengguna kampus (SMK/SMA), pengguna hasil (perusahaan),

4) Rapat koordinasi (kemenristekdikti, pemko, DPRK)

5) FGD

6) Finalisasi proposal dan FS Politeknik Negeri Pidie
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3.5. Rencana Lokasi

Sesuai dengan peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan mengenai minimal luas lahan sebesar 10 hektar untuk syarat pendirian politeknik, maka politeknik Kebangsaan Pidie rencananya akan dibangun di kawasan Gintong, Kecamatan Grong Grong, Kabupaten Pidie. Lahan yang direncanakan adalah seluas 50 hektar, sangat sesuai dengan rencana pengembangan Politeknik Kebangsaan Pidie ke depan. Peta rencana lokasi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:


Gambar 2. Rencana lokasi pembangunan Politeknik Kebangsaan Pidie (area bewarna hijau) seluas 50 hektar di kawasan Gintong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

3.6. Rencana Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan gedung untuk aktivitas akademik dan pendukung pembelajaran sesuai dengan persyaratan dasar pendirian politeknik ditaksir membutuhkan sedikitnya dana Rp. 100 milyar, dan dapat bersumber dari beberapa pendanaan:

1) Hibah/pinjaman dari luar negeri

2) APBN

3) APBA

4) Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)

5) Skema-skema pendanaan yang memungkinkan lainnya
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3.7. Rencana Anggaran Biaya

Tahap persiapan pendirian Politeknik Kebangsaan Pidie membutuhkan dana sebesar Rp. 273.625.000,-. Rincian Anggaran Biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran proposal ini.

3.8. Susunan Tim Persiapan Pendirian Politeknik

Susunan Tim Persiapan Pendirian Politeknik Kebangsaan Pidie terlampir dalam bagian lampiran proposal ini.
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BAB IV. PENUTUP

Demikian beberapa poin penting mengenai pendirian Politeknik Kebangsaan Pidie. Besar harapan kami agar proposal ini dapat memberikan informasi singkat mengenai rencana pendirian Politeknik Kebnagsaan Pidie. Proposal ini tentunya masih dalam perbaikan, sehingga segala sumbangan ide dan gagasan sangat kami butuhkan untuk penyempurnaan proposal serta pengembangan rencana pembangunan Politeknik Kebangsaan Pidie. Mari kita berdoa agar niat dan ikhtiar mulia ini dilancarkan oleh Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Sigli, 1 Oktober 2017

Tim Persiapan Pendirian Politeknik Pidie
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LAMPIRAN

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENDIRIAN POLITEKNIK KEBANGSAAN PIDIE PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

PENASEHAT:

Bupati Pidie

Wakil Bupati Pidie

Ketua DPRK Pidie

Kapolres Pidie

Dandim 0102 Pidie

Ketua MPU Pidie

Ketua MAA Pidie

Kepala Kejaksaan Negeri Sigli

Kepala Mahkamah Syar`iyah Sigli

PENGARAH:

Kepala Bappeda Pidie

Kepala Dinas Pendidikan Pidie

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pidie

Kepala Kantor Kemenag Pidie

Kepala Dinas Kesehatan Pidie

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pidie

PELAKSANA:

Ketua
: Dr.rer.nat. dr. Muhsin

Sekretaris
: Mulyadi, MA

Bendahara
: Muhammad Efendi, SE, MM

Anggota



: 1. Rusydi, SE, M.Si

2. Mukhtar Syafari, MA

3. Faisal Jamaluddin, ST, MM

4. Rahmi, ST, M.Sc

5. Muhammad Ikbal, ST, MM
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RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN PERSIAPAN PENDIRIAN POLITEKNIK KEBANGSAAN PIDIE

(Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 33/PMK.02/2016 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017)

	No
	Kegiatan
	Jumlah
	Satuan
	Harga Satuan
	Total

	1
	BELANJA BAHAN
	
	
	
	

	1.1
	ATK
	1
	paket
	2,000,000
	2,000,000

	1.2
	Konsumsi Focus Group Discussion (5 FGD x 25 orang)
	125
	OK
	35,000
	4,375,000

	1.3
	Snack Kegiatan FGD (5 FGD x 25 orang x 2)
	250
	OK
	10,000
	2,500,000

	1.4
	Fotokopi
	2000
	lembar
	200
	400,000

	
	Sub Total
	
	
	
	9,275,000

	2
	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA
	
	
	
	

	2.1
	Biaya Feasibility study
	1
	paket
	25,000,000
	25,000,000

	2.2
	Biaya Detailed Engineering Design
	1
	paket
	35,000,000
	35,000,000

	
	Sub Total
	
	
	
	60,000,000

	3
	BELANJA JASA PROFESI
	
	
	
	

	3.1
	Honorarium Ketua Tim (12 bulan)
	12
	OB
	500,000
	6,000,000

	3.2
	Honorarium Sekretaris Tim (12 bulan)
	12
	OB
	400,000
	4,800,000

	3.3
	Honorarium Bendahara Tim (12 bulan)
	12
	OK
	400,000
	4,800,000

	3.4
	Honorarium Anggota Tim (5 orang x 12 bulan)
	60
	OK
	300,000
	18,000,000

	3.5
	Uang saku peserta FGD (5 FGD x 15 orang)
	75
	OK
	110,000
	8,250,000

	3.6
	Honor moderator FGD
	5
	OK
	600,000
	3,000,000

	
	Sub Total
	
	
	
	44,850,000

	4
	BELANJA BIAYA SEWA
	
	
	
	

	4.1
	Sewa Kantor
	1
	unit/tahun
	20,000,000
	20,000,000

	4.2
	Sewa Mobil Operasional
	1
	unit/tahun
	36,000,000
	36,000,000

	
	Sub Total
	
	
	
	56,000,000

	5
	BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
	
	
	
	

	5.1
	Biaya Internet
	1
	tahun
	5,000,000
	5,000,000

	5.2
	Biaya Listrik
	1
	tahun
	4,000,000
	4,000,000

	5.3
	Biaya air
	1
	tahun
	3,000,000
	3,000,000

	
	Sub Total
	
	
	
	12,000,000

	6
	BELANJA PERJALANAN BIASA
	
	
	
	

	6.1
	Tiket Pesawat Banda Aceh - Jakarta pp (5 kali x 2 orang)
	10
	OK
	4,000,000
	40,000,000

	6.2
	Biaya penginapan di Jakarta (5 kali x 2 orang x 3 hari)
	30
	OH
	600,000
	18,000,000

	6.3
	Biaya transportasi lokal (5 kali x 2 orang)
	5
	OK
	300,000
	1,500,000

	6.4
	Uang Harian (5 kali x 2 orang x 3 hari)
	30
	OH
	450,000
	13,500,000

	
	Sub Total
	
	
	
	73,000,000

	7
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
	
	
	
	

	7.1
	Komputer PC
	1
	unit
	12,000,000
	12,000,000

	7.2
	Printer
	1
	unit
	3,000,000
	3,000,000

	7.3
	Meja
	3
	unit
	500,000
	1,500,000

	7.4
	Kursi
	10
	unit
	200,000
	2,000,000

	
	Sub Total
	
	
	
	18,500,000

	
	TOTAL
	
	
	
	273,625,000


